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MOTO 

Kemana akan kau langkahkan kakimu.. 

Kemana akan engkau labuhkan hatimu.. 

Kemana akan engkau kuras pemikiranmu.. 

Kemana akan engkau luahkan segala rasa.. 

Dan kepada siapa akan engkau alirkan segala air mata 

 

“Apapun yang terjadi di dunia ini, sedetikpun itu, itu karena-Nya dan sudah 

menjadi bagian dari takdir Allah” 

 

 

“Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, 

sehingga engkau menjadi puas.” 

{Ad-Dhuha : 5} 

 

 

“Tidak ada ibadah yang dapat kau lakukan dengan mudah jika bukan karena 

cinta.” 

(Umdah) 
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ABSTRAK 

Naila Umdah Zuhaidah, NIM. 1118127, 2022. Tindakan Mempekerjakan Anak 

Di Kota Pekalongan Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan dan Maqāṣid As-Syarī’ah. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga 

Islam, Fakultas Syariah, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A 

 

Fenomena tindakan mempekerjakan anak banyak ditemukan di sekitar kita, 

sebagaimana tindakan mempekerjakan anak juga terjadi di lingkungan kota 

Pekalongan yang merupakan wilayah kota industri kreatif. Sedangkan dalam 

hukum positif di Indonesia diatur prinsip-prinsip perlindungan anak diantaranya 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk 

oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia serta UU 

No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berbeda dalam hukum Islam yang 

mengatur berbagai tindakan hukum dalam kehidupan berkeluarga termasuk hal 

yang sangat penting dalam hukum Islam karena termasuk melaksanakan ketentuan 

hukum keluarga islam dan dalam rangka mewujudkan tujuan syariah atau Maqāṣid 

as-syarī’ah. Penelitian ini memiliki rumusan masalah, bagaimana praktek tindakan 

mempekerjakan anak di kota Pekalongan dan bagaimana perspektif Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Maqāṣid As-Syarī’ah 

terhadap tindakan mempekerjakan anak di kota Pekalongan. 

Tujuan penelitian adalah ini bertujuan untuk memahami dan 

mendeskripsikan fenomena praktek tindakan mempekerjakan anak di kota 

Pekalongan dan menganalisisnya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Maqāṣid as-syarī’ah. Penelitian ini 

berjenis penelitian lapangan (field research), bersifat deskriptif-kualitatif. Adapun 

sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dengan teknik 

pengumpulan data melalaui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: 

Pertama, tindakan mempekerjakan anak di Kota Pekalongan dipengaruhi oleh latar 

belakang sosial masyarakat seperti adanya lapangan pekerjaan sebagai buruh 

industri batik, lapangan pekerjaan sebagai buruh sektor informal pada umumnya, 

adanya beberapa anak putus sekolah, masih banyaknya keluarga yang memiliki 

keterbatasan ekonomi dan kondisi lingkungan yang menuntut untuk bekerja, latar 

belakang pendidikan dan pengetahuan dari orangtua yang rendah. Dalam 

praktiknya pada umumnya pekerjaan yang mereka lakukan adalah termasuk sektor 

kerja non formal seperti pembantu rumah tangga, buruh batik, buruh bangunan dan 

penjaga toko. Dalam praktiknya pekerjaan yang mereka lakukan adalah termasuk 

sektor kerja non formal dengan waktu jam kerja 4-8 jam per hari serta dengan 

jumlah upah berkisar dari 20.000-90.000 per harinya. Kedua, Penerapan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap tindakan 

mempekerjakan anak di Kota Pekalongan dalam sektor formal tidak dijumpai kasus 

pelanggaran karena perusahaan tahu dan takut apabila melanggar sanksinya 

perusahaan bisa ditutup, sedangkan dalam sektor non formal Undang-Undang 

tersebut lebih sulit dipantau pelanggarannya oleh penegak hukum lantaran posisi 
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yang akan dijerat hukum adalah orang yang lemah, yang semestinya dibantu 

kesejahteraannya dan tidak tega untuk dilaporkan sehingga orang yang lemah 

dibebani hukuman dan sifat kerjanya tidak ada pemaksaan serta tidak diikat dengan 

aturan-aturan yang jelas. Sedangkan yang menerima mempekerjakan tergolong 

unsur majikan/orang yang berkenan membantu. Sedangkan praktek 

mempekerjakan anak di Kota Pekalongan dalam perspektif Maqāṣid As-Syarī’ah 

bisa dibenarkan oleh hukum agama karena tujuannya adalah untuk memenuhi hajat 

dan dalam kondisi atau keadaan terdesak seperti kurang makan, tidak mampu 

membeli pakaian yang layak dan kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak bisa 

terjangkau sedangkan orangtua tidak bisa memberikan kebutuhan tersebut. 

 

Kata Kunci: Mempekerjakan, Anak, Undang-Undang, Maqāṣid As-Syarī’ah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak merupakan suatu amanah dari Sang Pencipta Allah Swt kepada 

para orang tua. Setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa 

diminta oleh anak tersebut. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat 

sebagai manusia yang patut dijunjung oleh semua orang tua.1 Pemerintah 

Indonesia telah meratifikasi dan mengadopsi prinsip-prinsip dalam konvensi 

hak-hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang 

mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu 

nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup, tumbuh 

kembang dan menghargai partisipasi anak.  

 Fenomena tindakan mempekerjakan anak mulai dari untuk keperluan 

melatih berkarya, pendidikan life skill, gotong royong keluarga, hingga yang 

benar-benar mengeksploitasi masih banyak ditemukan di sekitar kita. 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pekerja anak yang 

cukup tinggi. Melihat fakta data Sakernas bahwa jumlah anak yang bekerja 

pada Agustus 2020, diketahui 9 dari 100 anak usia 10-17 tahun yang kalau di 

prosentase adalah 9,34% atau 3,36 juta anak bekerja. Dari angka 3,36 juta anak 

yang berstatus bekerja tersebut, kategori sebagai pekerja anak tercover 1,17 

juta; dengan demikian maka hal tersebut disimpulkan bahwa pemerintah 

Indonesia masih menduduki jumlah yang tinggi dalam mempekerjakan anak.2 

 
1 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Tarbiyatul ‘Aulad Fil Islam, (Solo: Insan Kamil, 2012), hlm. 

163. 
2 https://www.bps.go.id  

https://www.bps.go.id/
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 Hukum positif di Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip 

perlindungan anak diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak 

dapat diimplementasikan di Indonesia serta UU No. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan 

martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Akan 

tetapi dalam kenyataannya sampai sekarang, di Indonesia masih banyak anak 

yang belum terpenuhi kesejahteraan dan haknya.3  

 Jumlah pekerja anak di Indonesia masih tinggi. Menteri Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati 

mengatakan angka pekerja anak di Indonesia semakin memprihatinkan. 

Adapun alasan yang melatarbelakanginya berbeda-beda. Diantaranya anak 

yang bekerja dalam jangka waktu pendek memanfaatkan waktu diluar sekolah 

atas kehendak sendiri (tidak di eksploitasi). Yang tujuannya untuk membantu 

orang tua, berlatih tanggung jawab, disiplin serta meningkatkan berbagai 

keterampilan. Undang-undang Ketenagakerjaan telah membatasi usia minimal 

13 tahun untuk bekerja bagi anak-anak dengan syarat-syarat yang sangat ketat 

agar pekerja anak dalam melakukan pekerjaannya tidak terganggu dan 

membahayakan kesehatannya serta keselamatan dan tumbuh kembangnya. 

Meskipun undang-undang memperbolehkan mempekerjakan anak di bawah 

usia minimum namun hal tersebut tetap masih termasuk sebagai pekerja anak.4   

 
3 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Bandung, PT Citra Aditya 

Bakti, 2015), hlm. 1. 
4 https://www.kemenpppa.go.id. Di akses pada tanggal 25 September 2021 

https://www.kemenpppa.go.id/
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 Angka pekerja anak di Indonesia semakin mengkhawatirkan setelah 

datangnya pandemi Covid-19, persoalan pekerja anak semakin kompleks 

manakala wabah pandemi covid-19 berdampak signifikan terhadap ekonomi 

dan sosial. Terutama bagi mereka yang rentan secara ekonomi. Hal ini 

menimbulkan dampak domino pada pekerja anak dan keluarganya. Keadaan 

seperti itu secara otomatis oleh keluarga bisa dijadikan peluang bahwa anak 

dapat dipekerjakan sebagai sarana untuk menopang menambah penghasilan 

ekonomi. Akibatnya anak menjadi objek yang rentan yang selanjutnya terpaksa 

menjalani kehidupan sebagai pekerja anak yang pada tataran berikutnya masuk 

dalam bentuk-bentuk pekerja terburuk bagi anak (PBTA).5 Dalam penelitian 

ILO, dampak dan resiko bagi anak dimasa pandemik diramalkan telah 

mengakibatkan kemunduran bertahun-tahun. Salah satunya adalah mungkin 

akan melihat peningkatan pekerja anak yang selama ini dilakukan, sekarang 

bahkan jutaan anak beresiko kembali bekerja di usia dini atau dalam kondisi 

yang membahayakan (ILO 4th Monitoring, 27 Mei).  

 Untuk melihat lebih jauh kondisi pemenuhan hak-hak anak di 

Indonesia, di bidang pendidikan banyak anak Indonesia belum sejahtera dan 

belum bisa terpenuhi hak-hak pendidikannya. Pekerja anak berisiko putus 

sekolah, telantar dan masuk dalam situasi-situasi yang membahayakan diri 

sehingga mengancam tumbuh kembang yang maksimal. Data survei ekonomi 

nasional yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, menunjukan 

ada sekitar 1,5 juta pekerja anak berumur 10-17 tahun.6 Berbagai persoalan 

yang menimpa dan di hadapi keluarga si anak menjadi pemicu dan faktor 

 
5 https://www.kemenpppa.go.id. Di akses pada tanggal 25 September 2021 
6 https://www.bps.go.id. Di akses pada tanggal 24 September 2021 

https://www.kemenpppa.go.id/
https://www.bps.go.id/
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pendorong terbesar anak-anak memasuki dunia kerja. Bahkan ada anak yang 

menjadi tulang punggung keluarga. Disamping itu mereka terperangkap pula 

dalam lingkungan kerja yang sangat berisiko atau bentuk-bentuk pekerjaan 

terburuk dan berbahaya bagi anak. Selanjutnya setelah anak-anak berada di 

tempat tersebut, secara langsung atau tidak langsung akan berdampak buruk 

terhadap proses tumbuh dan berkembangnya anak. Kondisi seperti itu pasti 

akan berpengaruh terhadap kualitas maupun produktivitas generasi yang akan 

datang. Persoalan pekerja anak merupakan hal yang kompleks tidak hanya 

terkonek pada masalah ketenagakerjaan  saja namun juga berhubungan dengan 

masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya dan lainnya sehingga 

untuk menghilangkan mempekerjakan anak tidak bisa dilakukan sendiri, 

melainkan sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan secara kolektif dan 

komprehensif. 7  

 Fenomena pekerja anak di Indonesia juga masih menjadi masalah yang 

teramat serius. Apabila pekerja anak tidak dapat diatasi secara baik, niscaya 

yang akan terjadi bukan hanya kualitas kehidupan anak yang terancam, akan 

tetapi juga mengancam hak-hak dan masa depan mereka, pemilik masa depan 

bangsa. Timbulnya pekerja anak di Indonesia di tengarai akibat dari 

kemiskinan; keadaan ekonomi keluarga yang buruk memaksa orang tua untuk 

menyuruh anak-anaknya bekerja untuk menutupi kebutuhan hidup. Tingginya 

angka pekerja anak tersebut bukan tanpa sebab. Faktor ekonomi menjadi 

determinan utama. Keterburukan ekonomi sangat erat hubungannya dengan 

latar belakang pendidikan orang tua yang rendah. Selanjutnya banyak terjadi 

 
7 https://www.kpai.go.id. Di akses pada tangga 24 September 2021 

https://www.kpai.go.id/
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anak yang bekerja untuk menghidupi dirinya sehingga hampir tidak 

berhubungan dengan keluarganya (tidak komunikatif). Keadaan tersebut anak 

menjadi terperangkap dalam gubangan pekerjaan pada usia masih anak. Faktor 

geografis di daerah tertentu dapat berpengaruh terhadap akses maupun 

pendidikan. Akhirnya, persoalan pekerja anak menjadi sebuah fenomena 

lingkaran yang sulit di cari ujungnya.8 

 Berdasarkan uraian tersebut diatas asumsi penulis menyatakan bahwa 

lazimnya anak-anak itu bekerja adalah dilatarbelakangi adanya unsur 

keterpaksaan. Jika dianalisis dari segi hukum pada dasarnya hak setiap orang 

untuk bekerja dan memperoleh penghasilan dijamin konstitusi. Hal ini diatur 

dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Tiap-tiap warga negara 

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 

ini diperkuat dengan pasal 28 D ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak 

untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja”.9 Ditinjau dari kata-kata “Penghidupan yang layak”, maka 

timbul pertanyaan, apakah anak-anak layak untuk bekerja dan menjadi 

pekerja?. UUD 1945 dalam pasal 28 B ayat (2) menyatakan: “Setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.10 Maka sebaiknya anak-anak 

tidak dijadikan sebagai pekerja anak. 

 
8 https://beritatagar.id/artikel/pekerja-anak-di-bawah-bayang-bayang-kemiskinan-dan-

minim-pendidikan. Di akses pada tanggal 16 April 2021 
9 https://www.mkri.id. Di akses pada tanggal 26 September 2021 
10 Susilo Suharto, Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam periode berlakunya 

Undang-Undang Dasar 1945, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 154 

https://beritatagar.id/artikel/pekerja-anak-di-bawah-bayang-bayang-kemiskinan-dan-minim-pendidikan
https://beritatagar.id/artikel/pekerja-anak-di-bawah-bayang-bayang-kemiskinan-dan-minim-pendidikan
https://www.mkri.id/
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 Batasan anak menurut Undang-Undang memang berbeda-beda tetapi 

hal ini tidak menjadi masalah, karena Undang-Undang dibuat dari sudut 

pandang dan kepentingan masing-masing. Kalau dilihat di dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja, seseorang 

dikatakan dewasa apabila telah berumur 18 tahun. Di dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa pengusaha 

dilarang mempekerjakan anak, tetapi di dalam kenyataannya kondisi 

ketenagakerjaan masih banyak anak yang berumur kurang dari 18 tahun 

bekerja baik pada sektor formal maupun informal. Mengingat kehidupan sosial 

kebutuhan ekonomi keluarga yang kurang mendukung, dengan terpaksa anak 

harus bekerja demi mencukupi kehidupan keluarga, sehingga ada suatu 

kelonggaran di dalam penggunaan tenaga anak. Pasal 69 anak yang berumur 

13-15 tahun dibenarkan melakukan pekerjaan dengan syarat dan ketentuan 

tertentu, agar hak-hak dari anak itu tetap terpenuhi.11  

 Fenomena tindakan mempekerjakan anak juga terjadi di lingkungan 

kota Pekalongan contohnya di Kelurahan Pasirkratonkramat, Kelurahan 

Padukuhan Kraton dan Kelurahan Jenggot yang merupakan wilayah kota 

industri kreatif. Di kota ini banyak pekerjaan yang bisa di kerjakan oleh anak 

seperti di lingkungan konveksi anak-anak memasang kancing, mengepak 

pakean-pakean, di lingkungan pembatik anak-anak mewarnai kain (mencolet), 

sebagian anak menjajakan dagangan atau menemani orang tua mereka 

berdagang keliling kampung, atau di lorong-lorong gang di pemukiman padat 

penduduk atau di lingkungan sekolah, bahkan ada yang sampai bekerja di 

 
11 Soedarjadi, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia:Panduan bagi Pengusaha, Pekerja 

dan Calon Pekerja, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 66 
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malam hari (seperti di usaha konveksi), jam kerja mereka ada yang hanya 

setengah hari setelah jam sekolah, namun juga tidak sedikit yang seharian 

penuh karena mereka putus sekolah. Upah mereka di bawah standar UMR atau 

di bawah kewajaran, namun mereka tetap melakukannya karena terhimpit 

kemampuan ekonomi sehari-hari terlebih-lebih di masa Pandemi Covid banyak 

pengangguran, namun demikian juga ada anak orang kaya yang bekerja di 

bawah umur faktornya karena anaknya malas enggan sekolah dan menolak di 

larang untuk tidak bekerja. 12 

 Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa pekerja anak itu ada 

yang sudah putus sekolah dan ada yang masih tetap sekolah. Mereka yang 

putus sekolah pada umumnya memiliki motivasi kerja untuk mendapatkan 

penghasilan.13 Pekerja anak cenderung tidak memiliki harapan untuk kembali 

ke sekolah karena faktor ekonomi dan di sisi lain mereka telah merasa senang 

bekerja dan memperoleh penghasilan.14 Berbeda dengan pekerja anak yang 

masih sekolah,15 mereka memiliki harapan ingin melanjutkan sekolah yang 

lebih tinggi dan memiliki cita-cita.16  

 Dalam hukum Islam telah ditetapkan syariat yang sempurna yang 

mengatur berbagai tindakan hukum dalam kehidupan berkeluarga termasuk 

mengatur tentang hak-hak anak-anak, yaitu sejak anak di lahirkan, bahkan 

 
12Supriyanti, Pengusaha Konveksi, Wawancara oleh Naila U Zuhaidah, di Dukuh 

Pasirkratonkramat, 26 Desember pukul 14.00. 
13 M. Kamalul Ilmi, Pekerja Anak, Wawancara oleh Naila U Zuhaidah, di Dukuh 

Pasirkratonkramat, 31 Mei 2021 pukul 09.30. 
14 Itong, Pekerja Anak, Wawancara oleh Naila U Zuhaidah, di Dukuh Pasirkratonkramat, 

26 Desember pukul 14.00. 

26 Desember 2020 pukul 14.00, Pekerja Anak. 
15 Satria Rahman, Pekerja Anak, Wawancara oleh Naila U Zuhaidah, di Dukuh 

Pasirkratonkramat, 31 Mei 2021 pukul 09.30. 
16 Indah, Pekerja Anak, Wawancara oleh Naila U Zuhaidah, di Dukuh Pasirkratonkramat, 

26 Desember pukul 14.00. 
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sebelum di lahirkan. Hak-hak tersebut misalnya menyangkut pengasuhan, 

perlindungan, perhatian, nafkah, etika dan pendidikan. Hak-hak ini harus di 

penuhi oleh setiap orang yang memegang tanggung jawabnya kepada anak-

anak, terutama oleh kedua orang tua, juga keluarga, masyarakat maupun 

negara. Bahwa mengurus, memperlakukan dalam memenuhi hak-hak anak dan 

kewajibannya termasuk hal yang sangat penting dalam hukum islam karena 

termasuk melaksanakan ketentuan hukum keluarga islam dan dalam rangka 

mewujudkan tujuan syariah atau maqāṣid as-syarī’ah.17  

 Maqāṣid as-syarī’ah terdiri dari struktur nilai maslakhah yakni 

kepentingan-kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan manusia yang sesuai 

dengan semangat syariah. Nilai-nilai maqāṣid as-syarī’ah kemudian dijadikan 

tolok ukur oleh para ulama dalam menetapkan hukum Islam, dimana perkara-

perkara atau masalah-masalah baru yang belum ditetapkan hukumnya akan 

mendapat keabsahan dari syariah jika sejalan dengan nilai-nilai maqāṣid as-

syarī’ah, dan sebaliknya. Dengan kalimat lain Maqāṣid as-syarī’ah merupakan 

salah satu teori atau metode penentuan hukum Islam. Melalui maqāṣid as-

syarī’ah, kemanfaatan-kemanfaatan atau maṣlaḥah atau kebutuhan manusia 

seperti kebutuhan sebagian manusia untuk mengajak anak-anaknya turut 

bekerja dapat diidentifikasi status hukumnya.  Secara lebih rinci nilai-nilai 

maṣlaḥah dalam maqāṣid as-syarī’ah itu termasuk penjagaan terhadap 

kehidupan berkeluarga baik di tingkat ḍaruriyyah yang berisi ketentuan umum 

hukum dasar yang fundamental  maupun di tingkat hajiah yang merupakan 

hukum alternative bagi yang membutuhkannya yang merupakan jalan keluar 

 
17 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Tarbiyatul ‘Aulad Fil Islam, (Solo: Insan Kamil, 2012), hlm. 

19. 



 

9 
 

dari setiap kesulitan yang dihadapi individu dalam menjalankan hukum dasar 

dan tingkatan tahṣiniyah yang merupakan ketentuan hukum pelengkap. 

  Bahasan hukum Islam terhadap pembatasan usia masih ada ikhtilaf 

namun dalam penetapan usia, saat melakukan tindakan atau perbuatan di dalam 

suatu hukum perjanjian masalah mu’amalah maaliyah, adalah 18 tahun keatas. 

Meskipun seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun tetap 

diperbolehkan untuk bekerja tetapi secara prinsip setiap hak yang melekat pada 

mereka harus dipenuhi. 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menganggap 

penting untuk melakukan penelitian tentang tindakan mempekerjakan anak 

dalam perspektif UU No 13 tahun 2003 dan Maqāṣid as-syarī’ah di Indonesia. 

Kota Pekalongan dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan di kota 

Pekalongan terdapat fenomena orang tua mempekerjakan anak di banyak 

sektor pekerjaan. Kota Pekalongan sebagai kota industri kreatif dan kuliner 

yang memberi ruang anak untuk bisa mengambil bagian pekerjaan nampaknya 

akan terus dihadapkan pada fenomena anak bekerja, Dari uraian tersebut 

penulis memilih judul “Tindakan Mempekerjakan Anak Di Kota 

Pekalongan Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan dan Maqāṣid As-Syarī’ah”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan, rumusan 

masalah yang akan diangkat oleh penulis yaitu: 

1. Bagaimana praktek tindakan mempekerjakan anak di Kota Pekalongan? 
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2. Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan Maqāṣid as-syarī’ah terhadap tindakan 

mempekerjakan anak di Kota Pekalongan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk memahami dan mendiskripsikan fenomena praktek tindakan 

mempekerjakan anak di Kota Pekalongan 

2. Untuk memahami dan menganalisis perspektif Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Maqāṣid as-syarī’ah 

terhadap tindakan mempekerjakan anak di Kota Pekalongan. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan teoritis dan praktis tentang Hukum ketenagakerjaan yang 

melarang mempekerjakan anak dan membandingkan dengan prakteknya 

di lapangan dan tinjauannya dari dua perspektif hukum baik hukum 

positif maupun hukum islam. 

2) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khasanah 

keilmuan sebagai salah satu referensi bagi peneliti dalam disiplin ilmu 

Hukum khususnya tentang ketenagakerjaan dan perlindungan anak. 

b. Manfaat Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi bagi 

para pengambil kebijakan dan pengusaha tentang beragam motif dan 
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tindakan mempekerjakan anak di tengah masyarakat yang harus 

diantisipasi agar tidak melanggar hukum baik hukum positif yang 

berlaku maupun hukum islam. 

2) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan 

informasi bagi masyarakat luas tentang ketentuan hukum yang terkait 

Tindakan Mempekerjakan Anak. 

E. Kajian Pustaka 

Adapun kajian pustaka atau penelitian yang relevan dengan tema yang 

diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fatkhur Arizal dengan judul 

“Mempekerjakan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Dan Hukum Islam”.18 Dalam penelitian ini disebutkan anak boleh bekerja 

dengan syarat dan ketentuan tertentu, agar hak-hak dari anak itu tetap terpenuhi. 

Islam tidak ada larangan anak untuk dipekerjakan, kecuali melanggar hak-hak 

yang dimiliki oleh anak. Penelitian ini menggunakan jenis library research 

dengan metode analisis deskriptif. Adapun perbedaan yang akan dilakukan oleh 

penulis dengan penelitian Ahmad Fatkhur Arizal terletak pada fokus (subjek 

dan objek) penelitiannya. Dalam penelitian yang dilakukan Ahmad Fatkhur 

Arizal ini lebih fokus pada ketentuan mempekerjakan anak di bawah umur 

dalam perspektif  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam 

serta mengetahui pelaku tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur. 

Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan field 

 
18 Ahmad Fatkhur Arizal, Skripsi, “Mempekerjakan Anak Dalam Perspektif Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam, (Lampung: UIN Raden Intan, 2019). 
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reseach dengan turun langsung ke lapangan terhadap praktek mempekerjakan 

anak Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan di kota Pekalongan dan Maqāṣid as-syarī’ah. Adapun 

perbedaan pekerjaan yang memerlukan fisik tenaga yang berat dan yang ringan, 

karena penelitian sebelumnya hanya terkait mempekerjakan anak tidak lihat 

dari tempat, lama waktu, fisiknya, jenis pekerjaan, komunitas jumlah pekerja, 

jarak tempat kerja dan rumah dan apakah di campur atau tidak dengan orang 

dewasa, apakah mengganggu atau tidak dalam perkembangan psikologisnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rinta Nababan yang berjudul “Analisis 

Hukum Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Pada Pekerjaan Terburuk” (Studi 

Putusan Nomor 136/PID.B/2011/PN.JPR)”19 yang membahas terkait 

pengaturan hukum tentang tindak pidana mempekerjakan anak pada pekerjaan 

terburuk dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 

mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk dalam Putusan Nomor 

136/Pid.B/2011/PN.JPR. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode 

penelitian hukum normatif. Adapun perbedaan penelitan yang akan dilakukan 

oleh penulis dengan penelitian Rinta Nababan ini terletak pada subjek dan 

objeknya karena dalam penelitian yang dilakukan terfokus pada tindak pidana 

mempekerjakan anak dalam Putusan Nomor 136/Pid.B/2011/PN.JPR. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Lahiya yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Pidana Islam Terhadap Praktek Mempekerjakan Anak-Anak Pada 

Kasus Cobek Tajudin” (Studi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di 

 
19 Rinta Nababan, Skripsi, “ Hukum Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Pada Pekerjaan 

Terburuk (Studi Putusan Nomor 136/PID.B/2011/PN.JPR), (Medan: Universitas Sumatera Utara, 

2019). 
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Pengadilan Negeri Tangerang)”20 yang membahas terkait hakim dalam 

memutuskan perkara hukum kasus cobek Tajudin pada Nomor 

1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang. Penelitian dalam 

skripsi ini menggunakan metode dokumen dan kepustakaan. Adapun perbedaan 

penelitan yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian Iiham Lahiya ini 

terletak pada subjek dan objeknya karena dalam penelitian yang dilakukan 

terfokus pada perkara hukum eksploitasi anak dalam Putusan Nomor Nomor 

1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sulastri berjudul “Praktik 

Mempekerjakan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif  

Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Emosi Anak”.21 Penelitian ini 

membahas terkait mempekerjakan anak, dilihat secara psikologis akan 

mengganggu perkembangan anak-anak yang di pekerjakan. Di mana anak-anak 

di bawah usia 18 tahun tersebut masih mencari jati diri, harus memenuhi 

berbagai tugas-tugas perkembangan sesuai dengan usianya. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis induktif. Adapun penelitian Sulastri terfokus 

pada masalah untuk mencari pengaruhnya terhadap perkembangan emosi anak 

tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kanyaka Prajnaparamita yang berjudul 

“Perlindungan Tenaga Kerja Anak”.22 Penelitian ini membahas terkait aturan 

 
20 Ilham Lahiya, Skripsi, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Praktek 

Mempekerjakan Anak-Anak Pada Kasus Cobek Tajudin” (Studi Putusan Nomor 

1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang), Semarang: UIN Walisongo, 2019 
21 Sulastri, “Praktik Mempekerjakan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum 

Positif  Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Emosi Anak” , Jurnal Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Lampung Vol.1 No.2, Agustus 2019 
22

 Kanyaka Prajnaparamita, “Perlindungan Tenaga Kerja Anak”,  Adminitrative Law & 

Governance Journal Vol. 1 Edisi Khusus 1 2018  
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yang melindungi pekerja anak baik di kawasan industri maupun pada hiburan 

seperti artis cilik dan sejenisnya. Metode penelitian yang digunakan 

menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan statutory approach 

dengan analisis kualitatif. Adapun perbedaan penelitian yang dilkakukan oleh 

Kanyaka Prajnamita terfokus pada peraturan perlindungan hukum terhadap 

pekerja atau buruh anak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Noni Suharyanti, S.H.,M.H., 

Kadek Endra Setiawan, A. Ma PKB., S.H. berjudul “Fenomena Pekerja Anak 

Ditinjau Dari Perspektif  Hak Asasi Manusia”.23 Penelitian ini membahas terkait 

anak yang menjadi pekerja rentan terhadap eksploitasi maupun kekerasan yang 

berdampak pada perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritual anak 

sehingga harus dilindungi keberadaannya. Pemerintah telah menunjukkan 

komitmennya melalui pengesahan terhadap konvensi internasional tentang 

pekerja anak yaitu Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 dan Konvensi ILO No. 

182 Tahun 1999. Di samping itu, di dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan telah diatur pula jaminan perlindungan terhadap pekerja anak. 

Untuk melindungi pekerja anak dari eksploitasi, kekerasan, maupun hal lain 

yang memicu hilangnya hak-hak anak dibutuhkan upaya komprehensif dari 

berbagai pihak. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Adapun 

penelitian ini terfokus pada perspektif hak asasi manusia. 

 
23 Ni Putu Noni Suharyanti, Kadek Endra Setiawan, “Fenomena Pekerja Anak Ditinjau Dari 

Perspektif  Hak Asasi Manusia”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 

Vol.1 No.2, Maret 2017 
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Penelitian yang dilakukan oleh Halima Shafa Sabila berjudul “Praktik 

Eksploitasi Pekerja Di Bawah Umur Pada Industri Katun”.24 Penelitian ini 

membahas terkait mengulas frekuensi pada praktik eksploitasi pekerja bawah 

umur dalam industri katun serta mengetahui tindakan pencegahan yang dapat 

dilakukan untuk  mengurangi keterlibatan dalam penggunaan produk hasil 

eksploitasi anak. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. 

F. Kerangka Teori 

A. Perlindungan dan Hak-hak Anak 

1. Pengertian Anak 

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang 

berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.25Dalam lingkup Undang-

undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang 

Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang 

yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan, dan belum pernah menikah.26  

Dalam ajaran Islam, seseorang dikategorikan telah dewasa 

apabila telah baligh yakni yang sudah haid (datang bulan) untuk 

perempuan, dan sudah mimpi basah untuk laki-laki. Sementara 

 
24 Halima Shafa Sabila, “Praktik Eksploitasi Pekerja Di Bawah Umur Pada Industri Katun”, 

Jurnal Fakultas Iindustri Kreatif Universitas Ciputra Surabaya Vol.1 No.1, Februari 2020 
25 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 
26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
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berdasarkan Pasal 98 ayat 91 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan 

bahwa batasan dewasa adalah 21 tahun.27 

Akan tetapi, dalam kategori umur untuk mengetahui seseorang 

dianggap dewasa terdapat keragaman yaitu terdapat perbedaan umur 

manusia dalam suatu tahap kehidupan. Artinya periode-periode yang 

telah digariskan dalam Islam tentang batasan kecakapan seseorang 

dalam melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung-jawabkan 

dampak dari perbuatannya tidaklah sepenuhnya berbanding lurus 

dengan batas umur yang pasti, karena diketahui bahwa perkembangan 

fisik maupun psikis seseorang itu tidak dapat dipisahkan dari situasi 

yang melingkupinya: seperti kadar makanan, pergaulan, tingkat sosial, 

ekonomi, dan tantangan yang dihadapinya.28 

2. Perlindungan Anak 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, dalam undang-undang ini yang dikatakan anak 

harus dilindungi itu sebagaimana yang terdapat dalam pasal 65 ayat 1 

sebagai berikut; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.29 

Dalam pasal 66 ayat 12 menerangkan bahwa “Hak anak adalah bagian 

dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi 

oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara”. Dalam 

 
27 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 19. 
28 Dadan Muttaqien, Bidang Perkawinan dan Perjanjian, (Yogyakarta: Insania Citra Press, 

2006), hlm 1 
29 Dikutip dari https://M.Hidayahtullah.com. diakses pada tanggal 23 Februari 2022, Pukul 

19:25 WIB. 
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penjelasan ayat ini dinyatakan bahwa “Hak dalam ketentuan ini 

dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat 

kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan 

berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara”. 

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak.  Dalam undang-undang perlindungan anak ini juga 

menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan 

Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 43 Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak 

meliputi (Pasal 2): 

1) Non diskriminasi 

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan 

yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, 

masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan 

yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. 

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan 

4) Penghargaan terhadap pendapat anak 

Dalam masalah perlindungan anak, Islam jauh-jauh hari sudah 

memberikan solusi, bahkan Islam merupakan pelopor hal tersebut 

dengan memberangus stigma masyarakat jahiliyah terhadap anak. Islam 

menjamin hak hidup pada anak, menjamin hak penyusuan anak selama 

dua tahun, hak pengasuhan anak sampai mumayyiz, menjamin 
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tercukupinya nafkah anak, hak pendidikan dan kesehatan anak dan 

menjamin keamanan pada anak.  

Islam memandang anak adalah amanah dari Allah untuk dijaga 

dan dipelihara oleh keluarga, masyarakat dan negara agar tetap berada 

dalam kebenaran. Allah kelak akan meminta pertanggung jawaban 

orang tua dan negara terhadap pola pembentukan kepribadian anak.30 

3. Hak-Hak Anak 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.31  

Perlindungan hukum bagi pekerja anak dalam UU 

Ketenagakerjaan adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap 

pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak yang dicantumkan dalam 

ketentuan Pasal 68 sampai dengan ketentuan Pasal 75. 

Islam telah menetapkan hak asasi anak, jauh ketika anak masih 

di dalam sulbi ayahnya dan rahim ibunya, ia memiliki hak wujud 

(keberadaan). Dalil atas hal itu, kita bisa dapatkan dari bahwa ajaran 

ajaran Islam mendorong umatnya untuk memiliki keturunan (lewat 

perkawinan resmi). Dan Islam sebagaimana dikenal menganjurkan agar 

memperbanyak keturunan dan memakruhkan pembatasannya. Bahkan 

 
30 Rafiudin, Peran Bunda Dalam Mendidik Buah Hati, (Bandung: Media Istiqomah, 2006), 

hlm. 11. 
31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 ayat 2. 
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kita temukan bahwa Al-Qur’an menilai anak itu sebagai hiasan hidup di 

dunia.32 Maka dari itu perlu sekali untuk diperhatikan hak dan 

kewajibannya demi masa depan anak. 

Hak anak dalam Islam adalah hak-hak dasar manusia yang 

dimiliki bukan karena pemberian masyarakat, bukan juga didasarkan 

hukum positif yang berlaku melainkan berdasarkan martabatnya sebagai 

manusia. Kemuliaan manusia yang karenanya perlu dipelihara segala 

hak dan kehormatannya. Manusia memilikinya karena ia manusia. 

B. Larangan Mempekerjakan Anak 

1. Pengertian Pekerja Anak 

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak 

kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian 

anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan 

bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan dan 

prospek masa depan.33 Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (3), yang dimaksud dengan 

pekerja adalah tenaga kerja di dalam hubungan kerja dengan menerima 

upah. Jadi pekerja anak adalah tenaga kerja yang berumur kurang dari 

18 tahun di dalam hubungan kerja dengan menerima upah.  

Pekerja anak dalam hal ini adalah anak yang kehilangan masa 

kanak-kanak dan masa depannya yang bekerja sepanjang hari dengan 

 
32 Abdullah Al-Habsyi, M. Ali, Abu Haidar, HAM: Hak-Hak Sipil Dalam Islam, (Jakarta: 

Markas Ar-Risalah, 2005), Cet I, hlm. 61. 
33 Yuyun Yuningsih, Perlindungan Sosial Pekerja Anak, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 

2017) hlm. 27 



 

20 
 

upah rendah dan di bawah kondisi yang menimbulkan akibat buruk 

terhadap kesehatan, perkembangan fisik maupun mental, dimana 

terkadang harus berpisah/dipisahkan dari kesempatan untuk 

memperoleh pendidikan serta melakukan berbagai pekerjaan yang 

bertentangan dengan hukum.34 

2. Ketentuan Larangan Mempekerjakan Anak 

Ketentuan UU Ketenagakerjaan Pasal 68 menentukan bahwa 

pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Filosofi larangan anak untuk 

bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur di dalam UU 

Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat kaitannya dengan upaya 

melindungi hak asasi anak. Ketentuan yang melarang mempekerjakan 

anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 68 UU 

Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 UU HAM, Pasal 52 

UU HAM yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas 

perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. 

Selanjutnya dalam ayat (2) mengatur mengenai hak anak sebagai hak 

asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan 

dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, 

secara filosofis larangan mempekerjakan anak ini semata-mata 

dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap 

anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka 

mempersiapkan masa depannya.35 

 
34http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt516fb8f45047a/kemenakertrans-berupaya-

tarik-belasan-ribu-pekerja-anak. Di akses pada 24 Maret 2021 
35 Netty Endrawati, 2009, “Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahan”, Jurnal 

Ilmiah Hukum- Hukum Refeksi Hukum, FH UKSW, Salatiga, hlm 22. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt516fb8f45047a/kemenakertrans-berupaya-tarik-belasan-ribu-pekerja-anak
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt516fb8f45047a/kemenakertrans-berupaya-tarik-belasan-ribu-pekerja-anak
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3. Undang-Undang Tentang Larangan Mempekerjakan Anak 

a. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: 

Pasal 64 “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari 

kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang 

membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, 

kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya”.36 

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO 

Convention No. 182 (Konvensi ILO mengenai Pelanggaran 

Terburuk Untuk Anak). 

Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum 

terhadap hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja 

dilakukan pada tahun 2003, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-

Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu prinsip 

dasar yang terdapat dalam Undang-Undang ini, bahwa siapapun warga 

negara di negeri ini berhak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan 

dengan mendapat upah yang layak, serta memperoleh perlakuan yang 

adil dan layak dalam hubungan kerja.  

C. Teori Maqāṣid As-Syarī’ah 

Maqāṣid as-syarī’ah terdiri dari struktur nilai maslaḥah yakni 

kepentingan-kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan manusia yang sesuai 

dengan semangat syariah. Nilai-nilai maqāṣid as-syarī’ah kemudian 

dijadikan tolok ukur oleh para ulama dalam menetapkan hukum Islam, 

 
36 Rozali Abdullah, Syamsir, Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan 

Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 39 
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dimana perkara-perkara atau masalah-masalah baru yang belum ditetapkan 

hukumnya akan mendapat keabsahan dari syariah jika sejalan dengan nilai-

nilai maqāṣid as-syarī’ah, dan sebaliknya. Dengan kalimat lain Maqāṣid as-

syarī’ah merupakan salah satu teori atau metode penentuan hukum islam. 

Melalui maqāṣid as-syarī’ah, kemanfaatan-kemanfaatan atau maslaḥah 

atau kebutuhan manusia seperti kebutuhan sebagian manusia untuk 

mengajak anak-anaknya turut bekerja dapat diidentifikasi status hukumnya.  

Secara lebih rinci nilai-nilai maslaḥah dalam maqāṣid as-syarī’ah itu 

termasuk penjagaan terhadap kehidupan berkeluarga baik di tingkat 

ḍaruriyyah yang berisi ketentuan umum hukum dasar yang fundamental 

maupun di tingkat ḥajjiah yang merupakan hukum alternatif bagi yang 

membutuhkannya yang merupakan jalan keluar dari setiap kesulitan yang 

dihadapi individu dalam menjalankan hukum dasar dan tingkatan taḥṣiniyah 

yang merupakan ketentuan hukum pelengkap.37  

 Pertama, Martabat Ḍaruriyyah (primer) yaitu tingkat kebutuhan yang 

harus ada dan jika tingkatan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan 

umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.  

 Kedua, Martabat Ḥajjiyat (sekunder) yaitu tingkat kebutuhan dimana 

jika tidak terwujudkan maka tidak akan sampai mengancam 

keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan (masyaqot), kesempitan 

atau iḥtiyat (berhati-hati) terhadap 5 hal pokok dalam maqāṣid as-syarī’ah. 

 
37 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 552. 
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 Ketiga, Martabat Taḥṣiniyat/Kamaliyat (Pelengkap) yaitu tingkat 

kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah 

satu dari 5 pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. 

 Memahami dari pengertian-pengertian tersebut diatas, selanjutnya 

dalam konteks pembahasan skripsi dimaksud, tindakan mempekerjakan 

anak di bawah umur penulis berpandangan bahwa tindakan tersebut adalah 

tergolong pada hukum memelihara maqāṣid as-syarī’ah dalam martabat 

ḥajjiyat (sekunder) yaitu menghilangkan masyaqot dan kesempitan 

terhadap 5 hal pokok tersebut.38 

Sebagaimana ada dua kaidah fiqih yang menyatakan; 

رُوْرَةُ تبُِيْحُ الَْمَحْظُوْرَاتِ   الَضَّ

Artinya: Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang di larang 

 الَْمَشَقَّةُ تجَْلِبُ التَّيْسِيْرَ 39

Artinya : Kesulitan mendatangkan kemudahan 

 Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah 

maqāṣid as-syarī’ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian 

hukum Islam. Maqāṣid as-syarī’ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya 

dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat di telusuri dalam 

ayat-ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan 

suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. 

Adapun inti dari teori maqāṣid as-syarī’ah adalah untuk mewujudkan 

 
38 Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor,   Konsep Maqaşid Al-

Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda), Al Iqtishadiyah 

Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Kalimantan Vol.1 Issue 1, 

Desember 2014, hlm.52 
39 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 552. 
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kebaikan sekaligus menghindarkan, atau menarik manfaat dan menolak 

maḍarat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqāṣid as-syarī’ah adalah 

Maslaḥat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada 

Maslaḥat. 

G. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan seperangkat metode dengan 

cara sistematik, logis dan masuk akal.40 Suatu metode ilmiah dapat dipercaya 

apabila disusun dengan meggunakan suatu metode yang tepat. Metode 

merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang 

menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk tergolong penelitian lapangan (field 

research) yakni mencari data dan informasi secara spesifik langsung di 

lapangan yang sebelumnya telah ditentukan.41 Penulis melakukan penelitian 

yang bertempat di kota Pekalongan guna mengetahui realita yang ada dan 

telaah pustaka yang dubutuhkan untuk keperluan penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan  ialah pendekatan metode yuridis-

normatif yaitu pendekatan yang di dasari Al-Qur’an, hadits, peraturan 

Perundang-Undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan 

dengan penulisan penelitian ini.42 Metode ini dimaksudkan untuk menggali 

 
40 Hamidi, Metode Penelitan dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktik dan Penulisan 

Proposal dan Laporan Penelitian, (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 122. 
41  Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya), hlm. 26 
42 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Rajawali pers, 2006) 
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data kepustakaan dan konsep-konsep serta catatan-catatan yang berkaitan 

dengan pekerja anak di bawah umur terutama dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga di tinjau dari aspek 

maqāṣid as-syarī’ah dan menjadikannya sebagai alat analisa untuk melihat 

kesesuaian praktik memperkerjakan anak di kota Pekalongan. 

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, 

Pengertian dari penelitian kualitatif-deskriptif adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya, secara 

holistis atau lengkap menyeluruh dengan cara deskripsi atau penguraian 

data dan analisa penelitiannya dalam bentuk kata-kata naratif pada suatu 

konteks khusus alamiah.43 

3. Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data dan informasi di lakukan di Kelurahan 

Pasirkratonkramat, Kelurahan Padukuhan Kraton, dan Kelurahan Jenggot 

yang berada dalam wilayah Kota Pekalongan. Tiga kelurahan ini dipilih 

untuk merepresentasi Kota Pekalongan dengan alasan bahwa kelurahan 

tersebut dijumpai banyak rumah yang kumuh terdampak banjir dan rob 

sehingga kelancaran usaha atau perekonomian terganggu, di kelurahan 

tersebut banyak pengangguran sehingga untuk menunjang ekonomi 

keluarga banyak anak di bawah umur bekerja, di kelurahan tersebut terdapat 

banyak industri dan banyak anak di bawah umur yang tidak melanjutkan 

sekolah tetapi memilih untuk bekerja. 

 
43 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana,2005), hal.25. 
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4. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Penulis dalam melakukan penelitian akan mengumpulkan dua jenis 

data, yaitu data primer dan sekunder, dengan sumber-sumber sebagai antara 

lain: 

a. Sumber Data Primer 

 Data primer merupakan data utama yang penulis peroleh secara 

langsung dari lapangan atau tangan pertama. Sumber data primer akan 

diperoleh dari penelitian lapangan secara langsung tentang tindakan-

tindakan mempekerjakan anak di kota Pekalongan untuk memperoleh 

gambaran praktik orang tua mempekerjakan anak diberbagai sektor 

dengan beragam tujuan dan dari latar belakang anak yang masih sekolah 

atau putus sekolah. Data ini akan diperoleh dari wawancara dengan 

informan-informan yang dipilih  dan dari observasi lapangan di Desa 

atau Kelurahan untuk kasus-kasus yang dipilih untuk di observasi. 

b. Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap atau 

pendukung informasi yang berkaitan dengan kajian penelitian yang 

penulis memperolehnya dari dokumentasi, bukan penelitian sendiri 

secara langsung dari lapangan atau tangan pertama. Sumber data 

sekunder bisa berupa sumber tertulis seperti artikel ataupun dokumen, 

seperti buku, majalah, modul, website atau buku-buku yang berkaitan 

dengan norma-norma hukum atau pandangan para ahli berkaitan dengan 

materi penelitian. Data sekunder penelitian ini meliputi: 
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a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau bahan 

hukum pokok. Bahan hukum primer penelitian ini meliputi Al-

Qur’an, Hadits, peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data pendukung yang 

berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji meliputi: buku-

buku ulasan  yang berhubungan dengan masalah yang diangkat 

penelitian ini. 

5. Subjek, objek, dan informan penelitian 

a. Subjek 

Subjek dalam penelitian ini adalah keluarga yang anaknya bekerja 

dan pihak DINPERINAKER yang dipilih secara Purposive Sampling 

dengan ketentuan dari penulis: 

1) Pekerja Anak yang masih bersekolah atau yang sudah putus sekolah, 

bekerja di sektor formal maupun informal,  di Kelurahan 

Pasirkratonkrama, Kelurahan Padukuhan Kraton dan Kelurahan 

Jenggot di Kota Pekalongan 

2) Orang tua Pekerja Anak dan majikan tempat anak bekerja  

3) Pegawai DINPERINAKER Kota Pekalongan yang membidangi 

langsung pekerja anak. 

b. Objek  

Objek penelitian ini adalah Tindakan Mempekerjakan Anak Di 
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Kota Pekalongan Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan dan Maqāṣid as-syarī’ah. 

c. Informan  

Informan dari penelitian ini adalah pekerja anak, orang tua, 

majikan pekerja anak, dan pegawai DINPERINAKER,  di Kelurahan 

Pasirkratonkramat, Kelurahan Padukuhan Kraton dan Kelurahan 

Jenggot Kota Pekalongan yang menggunakan purposive sampling yakni 

dengan melakukan wawancara dengan informan yang sesuai dengan 

kriteria pekerja anak yang telah ditentukan yakni latar belakang status 

pekerja anak yang berbeda-beda. Kemudian dari satu informan tersebut 

memberikan rekomendasi perihal informan selanjutnya yang sesuai 

dengan kriteria penelitian dan masalah yang diteliti oleh peneliti maka 

selanjutnya dalam proses ini peneliti menggunakan snowball sampling. 

Hal ini dikarenakan dalam penelitian tidak semua informan bersedia dan 

terbuka untuk diwawancarai. 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Wawancara  

Wawancara yaitu pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar 

informasi atau ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.44 Jadi peneliti membuat pokok-pokok 

permasalahan yang akan diteliti, dalam proses wawancara berlangsung 

 
44 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D, (Bandung: CV. 

Alfabeta, 2008), hlm, 231. 
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mengikuti situasi. Peneliti menambahkan beberapa pertanyaan-pertanyaan 

yang dianggap perlu ketika proses wawancara berlangsung. Wawancara 

pada dasarnya merupakan upaya menggali data dan informasi dengan 

melakukan tanya jawab dengan responden. 

Pada mulanya, penelitian menggunakan purposive sampling yakni 

dengan melakukan wawancara dengan informan yang sesuai dengan kriteria 

pekerja anak yang telah ditentukan, yakni status latar belakang pekerja anak 

yang berbeda-beda yang masih sekolah atau putus sekolah, pekerjaan yang 

memerlukan fisik berat dan yang ringan, tempat, lama waktu, jenis 

pekerjaannya, jarak tempat kerja agar di dapatkan data yang beragam. 

Kemudian dari satu informan tersebut memberikan rekomendasi perihal 

informan selanjutnya yang sesuai dengan kriteria penelitian dan masalah 

yang diteliti oleh peneliti, maka dalam proses ini dapat disebut 

menggunakan snowball sampling. Hal ini dikarenakan dalam penelitian 

tidak semua informan bersedia dan terbuka untuk diwawancarai. 

2. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah suatu situasi yang asli dan bukan 

buatan manusia secara sengaja.45 Sebagai penelitian lapangan, peneliti 

terjun langsung ke objek penelitian. Observasi dilakukan dengan meneliti 

dan mencari tahu yang diteliti. Penulis  memilih lokasi tersebut karena di 

tinjau berbagai kondisi layak di angkat pada pembahasan. 

3. Dokumentasi  

 
45 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Perss, 1986), hlm, 21. 
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Dokumentasi merupakan data yang di himpun menggunkan 

perangkat recorder, kamera atau alat lain yang menunjang. Atau dapat juga 

berupa tulisan, foto dan video.46 Yang mana dokumentasi dalam penelitian 

ini penulis gunakan sebagai bukti atas observasi yang di lakukan dan 

wawancara dengan informan serta sebagai (pendukung) bahwa penelitian 

ini adalah benar dilakukan, bukan plagiasi, manipulasi atau bahkan hoax 

I. Teknik  Analisis Data 

Setelah data yang diperoleh sudah terkumpul selanjutnya disajikan 

secara kualitatif. Demikian pula penganalisaan data dilakukan juga secara 

kualitatif, dengan cara melakukan analisis deskriptif, yang bertolak dari analisis 

yuridis yang ditunjang dengan analisis historis dan komparatif. 

Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara 

tertulis dan lesan, dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek 

penelitian yang utuh.47 

J. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah penulisan dalam 

menyusun suatu penelitian, dan mempermudah pembaca untuk memahami isi 

dari penelitian ini. Adapun penulisan ini terbagi menjadi 5 (lima) bab antara 

lain: 

 
46 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 

2006), hlm. 176. 
47 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm, 34. 
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BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi: latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka 

teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori, pada bab ini berisi Ketentuan Umum Hukum 

Mempekerjakan Anak di Bawah Umur, Perlindungan dan Hak-hak Anak, 

Larangan Mempekerjakan Anak, Pengertian Pekerja Anak, Ketentuan 

Larangan Mempekerjakan Anak  dan Maqāṣid as-syarī’ah. 

BAB III Hasil Penelitian, isinya praktik memperkerjakan anak di kota 

Pekalongan: terdiri dari gambaran umum Kota Pekalongan dan gambaran 

praktik pekerja anak di kota Pekalongan. 

BAB IV Analisa hasil penelitian, isinya yang membahas terkait tindakan 

memperkerjakan anak di Kota Pekalongan dan Penerapan Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan di Tinjau dari Perspektif 

Maqāṣid as-syarī’ah. 

BAB V Penutup, pada bab ini berisi uraian tentang hasil materi yang 

telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tindakan mempekerjakan anak di kota pekalongan 

persektif undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan 

maqāṣid as-syarī’ah, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Tindakan mempekerjakan anak di Kota Pekalongan 

Tindakan mempekerjakan anak di Kota Pekalongan dipengaruhi 

oleh latar belakang sosial masyarakat seperti adanya lapangan pekerjaan 

sebagai buruh industri batik, lapangan pekerjaan sebagai buruh sektor 

informal pada umumnya, adanya beberapa anak putus sekolah, masih 

banyaknya keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi dan kondisi 

lingkungan yang menuntut untuk bekerja, latar belakang pendidikan dan 

pengetahuan dari orangtua yang rendah. Dalam praktiknya pada umumnya 

pekerjaan yang mereka lakukan adalah termasuk sektor kerja non formal 

seperti pembantu rumah tangga, buruh batik, buruh bangunan dan penjaga 

toko. Kebetulan yang di dapati penulis semuanya bekerja di sektor non 

formal, belum menemukan yang bekerja di sektor formal. Mereka bekerja 

dengan lama waktu jam kerja antara 4-8 jam per hari serta dengan jumlah 

upah berkisar dari 20.000-90.000 per harinya. Motivasi mereka bekerja 

bervariasi: ada yang untuk membantu orang tua, untuk menutup kekurangan 

biaya sekolah, untuk jajan sendiri dan menabung. 
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2. Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Dan Maqāṣid As-Syarī’ah Terhadap Tindakan 

Mempekerjakan Anak di Kota Pekalongan 

Pertama, Penerapan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan dalam sektor formal tidak dijumpai kasus pelanggaran 

karena perusahaan tahu dan takut apabila melanggar sanksinya perusahaan 

bisa ditutup, sedangkan dalam sektor non formal Undang-Undang tersebut 

lebih sulit dipantau pelanggarannya oleh penegak hukum lantaran posisi 

yang akan dijerat hukum adalah orang yang lemah, yang semestinya dibantu 

kesejahteraannya dan tidak tega untuk dilaporkan sehingga orang yang 

lemah dibebani hukuman dan sifat kerjanya tidak ada pemaksaan serta tidak 

diikat dengan aturan-aturan yang jelas. Sedangkan yang menerima 

mempekerjakan tergolong unsur majikan/orang yang berkenan membantu. 

Kedua, Sedangkan praktek mempekerjakan anak di Kota Pekalongan dalam 

perspektif Maqāṣid As-Syarī’ah bisa dibenarkan oleh hukum agama karena 

tujuannya adalah untuk memenuhi hajat dan dalam kondisi atau keadaan 

terdesak seperti kurang makan, tidak mampu membeli pakaian yang layak 

dan kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak bisa terjangkau sedangkan 

orangtua tidak bisa memberikan kebutuhan tersebut. 

Berdasar pendekatan Maqāṣid As-Syarī’ah, praktek mempekerjakan 

anak di Kota Pekalongan seperti tersebut di atas secara umum merupakan 

tindakan yang membawa maṣlaḥah, berupa jalan keluar mengatasi 

kekurangan ekonomi keluarga sekaligus melatih kemandirian anak untuk 
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menghadapi kehidupan nanti. Sekalipun ada unsur negatifnya dan 

kekurangannya dalam memenuhi Undang-Undang Negara, namun aspek 

maṣlaḥahnya lebih besar dan sudah banyak unsur Undang-Undang yang 

bisa dipenuhi. Oleh karena itu praktek mempekerjakan anak di Kota 

Pekalongan masih sesuai dengan Maqāṣid As-Syarī’ah, yaitu mewujudkan 

kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan. Adapun martabat atau 

kategori maṣlaḥahnya adalah maṣlaḥah ḥajiyyah, yang beroirientasi pada 

maṣlaḥah untuk mengatasi kebutuhan atau kesulitan hidup. 

B. Saran 

1. Kepada para orang tua yang anak nya bekerja, disarankan: 

a. Apabila tindakan mempekerjakan anak memang sudah menjadi 

keputusan atau keadaan yang sudah tidak dapat dihindari maka hal yang 

sangant penting untuk diperhatikan adalah memilih tempat kerja yang 

tidak membahayakan bagi anak atau merugikan masa depan anak. 

b. Jika karena pekerjaannya anak tidak bisa sekolah formal di siang hari 

atau karena kurangnya kemampuan IQ nya maka doronglah mereka 

untuk bisa bersekolah non formal kejar paket A, B dan C yang banyak 

diselenggarakan di malam hari dengan tuntutan sekolah yang lebih 

ringan.  

c. Juga hendaknya orang tua memilihkan atau mengizinkan jenis pekerjaan 

untuk anaknya yang ringan, tidak mengganggu perkembangan anak baik 

secara psikis maupun hal yang mempengaruhi dampak kesehatan anak 

dan orang tua selalu mengawasi terhadap anak tersebut secara kontinu 
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dan komunikatif. Disamping itu, jenis pekerjaannya pekerjaan yang 

halal, lingkungannya lingkungan yang baik sehingga tidak merusak 

akhlak anak.  

d. Hendaknya perolehan hasil uang kerja benar-benar digunakan untuk 

kepentingan yang sangat bermanfaat agar bisa mengentaskan dari 

keterpurukan ekonomi, sehingga merubah keadaan taraf hidup yang 

lebih baik. 

2. Kepada para pengusaha yang memperkerjakan anak disarankan: Hendaknya 

menaati peraturan UU tentang pekerja anak, dalam mempekerjakan anak 

diusahakan untuk tidak berjalan dalam jangka waktu yang lama, sambil 

berjalan mencari solusi terbaik agar hak-hak anak tidak hilang. 

3. Kepada masyarakat hendaknya tidak bosan-bosannya menyampaikan 

aspirasi permasalahan dalam hal mempekerjakan anak melalui wakil rakyat 

maupun kritik kepada pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat 

agar solusi yang tepat bisa segera dilakukan. 

4. Kepada pemerintah, hendaknya menyediakan lapangan pekerjaan yang 

menampung atau merekrut khusus untuk anak-anak semacam program 

padat karya yang jam kerjanya sesuai dengan kemampuan anak seumpama 

membersihkan atau mengumpulkan sampah, membersihkan saluran air atau 

selokan, menanam bunga atau pohon untuk penghijauan dan lain-lain yang 

bermanfaat untuk lingkungan sambil mendidik, membiasakan dan melatih 

anak untuk peduli terhadap lingkungan untuk sementara dalam 

menanggulangi masalah yang dimaksud sampai ditemukannnya solusi yang 
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baik sehingga dampak keterpurukan anak dapat di tekan atau di minimalisir. 
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